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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT  

 

PERATURAN  WALI KOTA  BANJAR 

NOMOR 20.a TAHUN 2021 

 
TENTANG 

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS  

NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANJAR,  

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap 

pembiayaan pendidikan dalam rangka program Pendidikan 
Kesetaraan, Pemerintah mengalokasikan Bantuan 

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 
Anggaran 2021; 

b. bahwa untuk tertib administrasi, transparan, akuntabel, 

tepat waktu serta terhindar dari penyimpangan pelaksanaan 
kegiatan program Pendidikan Kesetaraan melalui Bantuan 

Hibah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 

2021; 

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, sebagai salah satu 
bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Dana 

Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada setiap 
tingkatan wajib melaporkan hasil kegiatan oleh karenanya 

diperlukan pedoman tentang Penggunaan Bantuan Hibah 
Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 
2021; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pedoman Penggunaan 

Bantuan Hibah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan 
Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 

Anggaran 2021; 
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Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4236); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Pendidikan Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3401); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Pendidikan  Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5670); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4864); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana 
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia 

Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 401); 

16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15); 

17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 11); 

18. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah 

Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 22 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjar 
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2018 Nomor 

22) 

19. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar (Berita 
Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 16); 



4 

 

20. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 112 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2020 

Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjar 

Nomor 112 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 

(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 112); 

 

 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PEDOMAN 

PENGGUNAAN BANTUAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS NON 
FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN 

PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2021.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945.  

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya 

disingkat Kemendikbud adalah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia. 

7. Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang selanjutnya disebut 
DAK Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN 

kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai 
kegiatan khusus Non Fisik yang merupakan urusan daerah.  

8. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 

Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan 
adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk penyediaan 

pendanaan biaya operasional nonpersonalia dalam 
mendukung kegiatan pembelajaran program paket A, paket 

B, dan paket C, sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
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9. Pendidikan Kesetaraan adalah program pendidikan 

nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara 
sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah 

pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah 
atas/madrasah aliyah yang mencakup Program Paket A, 

Paket B, dan Paket C. 

10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 
yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
tertentu. 

11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya 
disingkat dengan PKBM adalah suatu wadah berbagai 

kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada 
pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan 

di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. 

12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Non 
Formal yang selanjutnya disebut UPTD SPNF adalah 

organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional 
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan.  

13. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB 

adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan 
pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan nonformal 
sejenis.  

14. Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus BOP Kesetaraan yang 
selanjutnya disebut SIMDAK BOP Kesetaraan adalah sistem 

pelaporan penggunaan dana pada satuan pendidikan yang 
menerima dana BOP Kesetaraan.   

 

BAB II 

TUJUAN  

 

Pasal 2 

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini yaitu :  

a. pemanfaatan DAK Non Fisik BOP Kesetaraan tepat sasaran 

dalam mendukung operasional penyelenggaraan Kesetaraan 
secara efektif dan efisien; dan 

b. pertanggungjawaban keuangan DAK Non Fisik BOP 

Kesetaraan dilaksanakan dengan tertib administrasi, 
transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari 

penyimpangan. 

 

BAB III 

JUMLAH DAN BESARAN BANTUAN  

 

Pasal 3 

Besaran alokasi Dana BOP Kesetaraan dihitung berdasarkan 

jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan penyelenggara 
Pendidikan Kesetaraan dikalikan satuan biaya Dana BOP 

Kesetaraan. 
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Pasal 4 

(1) Perhitungan Alokasi Dana BOP Kesetaraan per satuan 
PKBM/UPTD SPNF SKB dalam jumlah peserta didik dikalikan 

satuan biaya operasional penyelenggaraan kesetaraan yang 
tidak melebihi jumlah dana alokasi BOP Kesetaraan. 

(2) Alokasi Dana BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

       

Pasal 5 

(1) Dana BOP Kesetaraan dipergunakan untuk kegiatan 
operasional lembaga dan kegiatan yang menunjang 

pengembangan Standar Pendidikan pada Satuan Pendidikan, 
dengan rincian sebagai berikut: 

a. Besar Dana BOP Kesetaraan diberikan menggunakan 
perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya : 

1. paket A sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh 

ribu rupiah); 

2. paket B sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh 

ribu rupiah); dan 

3. paket C sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu 

rupiah). 

b. satuan PKBM/UPTD SPNF SKB atau lembaga yang layak 
mendapatkan alokasi BOP Kesetaraan yaitu memiliki 

paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik berdasarkan 
SIMDAK BOP Kesetaraan; 

c. setiap satuan PKBM/UPTD SPNF SKB diberi bantuan 
sesuai peserta didik menurut SIMDAK BOP Kesetaraan; 

dan 

d. Apabila satuan PKBM/UPTD SPNF SKB ada yang 
terkurangi maka itu disesuaikan dengan turunnya 

anggaran dari Kemendikbud melalui keuangan daerah. 

(2) Pemberian kelebihan anggaran dihitung berdasarkan jumlah 

peserta didik yang belum mendapatkan alokasi dibagi jumlah 
seluruh peserta didik di luar 10 (sepuluh) peserta didik.  

 

Pasal 6 

Lembaga dan besaran BOP Kesetaraan untuk setiap satuan 

PKBM/UPTD SPNF SKB ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota. 

 

BAB IV 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 7 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 

Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Banjar Tahun Anggaran 2021 melalui 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kota Banjar. 
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BAB V 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI  

 

Pasal 8 

(1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 

pengelolaan Dana BOP Kesetaraan sesuai dengan 
kewenangannya.  

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 
menangani urusan bidang pendidikan dan kebudayaan.  

 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Banjar. 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 5 April 2021  

WALI KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH   

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal 5 April 2021    

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

ttd 

  ADE SETIANA   

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 20.a 

 


